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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun pada 

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang 

Penggelolaan Sampah Di kabupaten Sumbawa. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa sebagai 

berikut pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah 

rumah tangga terdiri atas kegiatan: a. Pengurangan sampah dan b. 

Penanganan sampah. Tetapi realitanya dalam pengelolaan sampah yang 

didasarkan pada Pasal 8 ini, berbeda sekali pada prakteknya. Dan juga 

dilihat masih sagat banyak masyarakat tidak merasakan pelayanan di 

dalam pengelolaan sampah di kabupaten Sumbawa, serta sagat banyak 

masyarakat yang kecewa dan mengeluh karena sagat minimnya 

penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah. Kemudian masyarakat 

membuang sampah di sungai dan dijalan. Serta kemudian karena banyak 

masyarakat yang kecewa dan mengeluh akan sangat kurang fasilitas yang 

disediakan dalam pengelolaan sampah dan dari segi aturan dalam 

peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sudah baik akan tetapi 

pelaksanaannya yang tidak dijalankan. Pelaksanan yutisi yang sudah ada 



59 

 

dibentuk dalam menjalankan tugasnya untuk penerapan sanksi bagi 

pelanggar di dalam pengelolaan sampah masih belum optimal. Sehingga 

masyarakat maupun pengelolah sampah yang melanggar belum merasakan 

efek jera karena dari penerapan saksi tidak terlaksana semestinya di 

wilayah Kabupaten Sumbawa. 

2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 

Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa, yaitu: 

a. Faktor Struktur 

1. Keterbatasan Anggaran 

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) 

3. Lemahnya penegakkan hukum dalam pengelolaan sampah  

b. Faktor Substansi 

Merupakan sebagai output dari sistem hukum berupa                       

peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang 

mengatur maupun yang diatur 

c. Faktor Kultur 

Merupakan terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi 

bekerjanya hukum (bisa positif dan bisa negatif). 

B. Saran 

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun merekomendasi hal-hal 

sebagai berikut: 
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1. Pemerintah harus menyediakan sarana prasarana dalam pengelolaan 

sampah khususnya di aspek pengurangan sampah dan penanganan sampah 

di dalam peraturan daerah tersebut.  

2. Meningkatkan kapasitas polisi pamong praja dalam penanganan 

pengolahan sampah sekaligus melakukan harmonisasi peraturan 

perundang-undangan terhadap pengolahan sampah 
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Lampiran 1. Foto Dokumentasi 

 

 

Memasukan surat penelitian dan Wawancara langsung dengan Bapak 

Muhammad Fauzi Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah  

di Kabupaten Sumbawa.  
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Lampiran 2.  Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Sumbawa 
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Lampiran 3. Lambang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa 
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